SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang :

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

a. bahwa untuk mendukung intruksi Presiden Replublik

Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada
diktum KETUJUH angka 18 huruf e, berbunyi Para
Bupati/Wali Kota untuk menyediakan anggaran yang
diperlukan dalam pembentukan 80.000 (delapan Ribu)
Koperasi Desa/Kelurahan merah putih terutama
diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembentukan akta
notaris koperasi;

.bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini,

maka pelu merubah Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5
Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran
Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2025;

.bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulang
Pisau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhit dengan



Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2
tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana
Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 446);



Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021
tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan
Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1391);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2023 Nomor 010);

13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 011);

14. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Kabupaten
Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2022 Nomor 04);

15. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 74 Tahun 2023
tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 074);
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 80 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor
080);

16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2025 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau
Nomor S5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian,



Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2025 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

1.

Pada Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf menjadi huruf d,
sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dipergunakan untuk
membiayai hal-hal sebagai berikut:

a. Kegiatan pengembangan kompetensi aparatur
pemerintah Desa;

b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga;

c. Biaya Operasional untuk status BUMDesa perintis dan
pemula serta aktif dan berbadan hukum sebesar
Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah); dan/atau

d. Kegiatan dukungan Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil
dan Menegah untuk proses pembuatan akta notaris
koperasi merah putih ditingkat Desa.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 17

Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf e merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
Penganggaran  untuk  kegiatan pada  sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan dengan menggunakan jenis belanja
tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI PULANG PISAU,
ttd
AHMAD RIFA’I

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd
TONY HARISINTA
BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 013.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten!|Pulang Pisau,

S.T., S.H., M.H.
‘200501 1 006

KIKI INDRAW.
NIP. 1979051



